
 

 
BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR 44 TAHUN 2015 

 
TENTANG   

 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 17 TAHUN 
2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN  

TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEBUMEN, 

   
Menimbang :  a. bahwa dengan adanya perubahan anggaran Alokasi 

Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 

2015, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen 

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015; 

  

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Kebumen Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana 

Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

 

 

  SALINAN 



 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

 



 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomr 5717); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 

2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses 

Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2007  Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2014 Nomor 8); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 

2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 6). 

 

 



 

 

      MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 17 TAHUN 2015 

TENTANG ALOKASI  DANA  DESA DI KABUPATEN  

KEBUMEN  TAHUN ANGGARAN  2015. 

 

  

 Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen 

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di 

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 17) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

 

(1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 

2015. 

(2) Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar paling sedikit 

10% (sepuluh perseratus) dari Bagian Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang 

diterima oleh Kabupaten untuk Desa setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

(3) Besaran ADD Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar 

Rp117.959.507.000,00 (seratus tujuh belas milyar 

sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus 

tujuh ribu rupiah). 

(4) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) untuk setiap Desa diatur secara proporsional. 

 

 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

   

ADD disalurkan dalam 3 (tiga) tahap melalui rekening 

masing-masing desa dengan ketentuan : 

 

a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari 

jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh 

setiap Desa dengan dilampiri : 



 

1. Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala 

Desa kepada Camat; 

2. RPJMDesa; 

3. RKPDesa; 

4. APBDesa Tahun Anggaran 2015; 

5. DPA Tahun Anggaran 2015; 

6. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala 

Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); 

dan 

7. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank 

Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas 

nama Pemerintah Desa. 

 

b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari 

jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima setiap 

Desa sebelum perubahan anggaran, setelah Desa 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana Tahap I 

dengan dilampiri : 

1. Permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala 

Desa kepada Camat; 

2. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala 

Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); 

3. Fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank 

Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas 

nama Pemerintah Desa; 

4. Fotokopi laporan penggunaan ADD Tahap I; dan 

5. Laporan Pertangungjawaban ADD (LPJ) Tahap I. 

 

c. Tahap III adalah jumlah besaran ADD yang diterima 

setiap desa berupa tambahan dari anggaran 

perubahan setelah dikurangi besaran yang telah 

diterima setiap Desa pada Tahap I dan Tahap II, 

dengan dilampiri: 

1. Permohonan pencairan ADD Tahap III dari Kepala 

Desa kepada Camat; 

2. APBDesa Perubahan Tahun 2015; 

3. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala 

Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); 

4. Fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank 

Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas 

nama Pemerintah Desa; 

5. Fotokopi laporan penggunaan ADD Tahap II; dan 

6. Laporan Pertangungjawaban ADD (LPJ) Tahap II. 

 

 

 

 

 



 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

 

      Ditetapkan di Kebumen 

      pada tanggal 10 Agustus 2015 

    

Pj. BUPATI  KEBUMEN, 
 

 ttd. 
 
MOHAMAD ARIEF IRWANTO 

 

Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 10 Agustus 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN  KEBUMEN, 

 

ttd. 

 

ADI PANDOYO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 44 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SSalinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 
 

ttd. 

 
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H 

Pembina 

NIP. 19720723 199803 1 006 
BUPATEN KEBUMEN 

 
 

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H 

Pembina 
NIP. 19720723 199803 1 006 

 
 


